








ABSTRAK 
 

Fadilla Rahmi Illahi    : Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian 

Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten 

Sijunjung 

Pembimbing : Dr.Eka Fauzihardani, S.E,Ak,M.Si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat 

Ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Sijunjung pada periode  

2017- 2021   terdapat permasalahan yaitu 1) Penerimaan pendapatan transfer 

yang masih tinggi 2) Kurangnya usaha pemerintah dalam mengelola dan 

menggali secara maksimal sumber Pendapatan daerah 3) Pendapatan asli 

daerah yang menurun setiap tahunnya 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang 

menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah 

Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung yang beralamat Jl Prof.M.Yamin SH 

No 5,Muaro,Kabupaten Sijunjung,Sumatera  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sijunjung ditinjau dari : 1) Rasio ketergantungan 

keuangan daerah dari tahun 2017-2021 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat memiliki rata-rata 86,84% dengan kriteria penilaian sangat tinggi 2) 

Rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2017-2021 untuk Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 10,84% dengan kriteria penilaian 

rendah sekali dan pola hubungan yang terjadi Instruktif. 

 

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan,    

Rasio Kemandirian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

 Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan 

kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan 

kemajuan sosial ekonomi,yang pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Maka 

pelaksanaan pemangunan tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada dengan efektif dan efesien,oleh karena itu ditetapkan 

otonomi daerah maka setiap melaksanakan wewenang yang luas dalam 

merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk penyelengaraan 

pembangunan suatu daerah ynag sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. 

 Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang dalam 

pengelolaan keuangan masih timbul masalah,hal ini hal ini menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan public serta juga merupakan tuntutan reformas. Desentralisasi 

adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi 

berdasarkan asas otonomi dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dulunya sebagai perubahan 

dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 

Daerah. Pemerintah provinsi, kota, kabupaten diberikan kebebasan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 



Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu 

indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara. 

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan 

dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom,daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawaban menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip keterbukaan,partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat. 

Otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian 

daerah,memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan 

daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya hak otonomi tersebut 

pemerintah derah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan 

bantuan dari pemerintah pusat. 

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan 

secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, 

sedangkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga 

publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis 

belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, 

efisien, dan akuntabel. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya Rasio Kemandirian keuangan 

daerah dan Rasio ketergantungan keuangan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah 

yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 



pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan 

daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah 

pusat atau pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk 

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim,2007). Semakin tinggi rasio 

kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah pada pihak 

eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin 

tinggi partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Maka akan semakin tinggi 

tingkat kesejahteraan masyarakat daerah.  

Ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah 

dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, sehingga 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang Semakin tinggi rasio 

ketergantungan, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah/provinsi 

terhadap pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah 

dengan total jumlah pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar 

tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah 

provinsi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dimaksud dengan 



berdasarkan peratura perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberi 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi daerah. 

Keberhasilan dari suatu daerah terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah 

meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik 

sehingga kemandirian dari suatu daerah dapat dilihat dari berapa besar kontribusi PAD 

terhadap pendapatan daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah 

terhadap pusat . Pendapatan Asli Daerah tidak hanya berasal dari sumber pendapatan 

dan bantuan atau apapun pinjaman tetapi juga dari potensi daerah itu sendiri.  

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, yang terdiri 

dari; pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah,  lain-lain PAD yang sah, 

dan pendapatan dari pengembalian 

Kemandirian dan ketergantungan keuangan tidak hanya dapat dilihat dari besar 

atau kecilnya pendapatan asli daerah tapi dilihat juga dari pendapatan transfer eksternal 

yang di terima dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang 

berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pendapatan transfer pemerintah pusat yang 

terdiri dari dana perimbangan, bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak. Disamping 

itu, ada juga dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). 

Berikut adalah tabel yang menggambarkan total pendapatan pemerintah 

kabupaten Sijunjung selama tahun anggaran 2017  2021 : 

 

 



Tabel 1. 1 

Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 

Tahun Anggaran 2017-2021 

Tahun Total Pendapatan 

Daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan Transfer Lain-Lain 

Pendapatan Yang 

Sah 

2017 Rp.975.949.625.496,00 Rp.107.915.719.073,07 Rp.846.848.906.496,00 Rp.21.185.000.000,00 

2018 Rp.941.608.636.209,38 Rp.79.055.940.215,38 Rp.822.893.857.194,00 Rp.39.658.838.800,00 

2019 Rp.997.601.916.695,50 Rp.83.906.454.917,50 Rp.875.490.791.048,00 Rp.38.204.670.730,00 

2020 Rp.941.763.316.836,88 Rp.92.474.357.995,88 Rp.809.126.417.541,00 Rp.40.162.541.300,00 

2021 Rp.970.506.206.638,42 Rp.91.773.374.352,42 Rp.838.314.048.880,00 Rp.40.418.783.406,00 

Sumber:Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung 2022 

Berdasarkan tabel diatas pendapatan pemerintah kabupaten Sijunjung,total 

pendapatan daerah adalah hasil dari pendapatan asli daerah ditambah pendapatan 

transfer,dan ditambah lain-lain pendapatan yang sah. Dalam 5 tahun dari tahun 2017-

2021,mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun perubahan tersebut 

belum menggambarkan bagaimana Rasio kemandirian dan Rasio ketergantungan 

keuangan daerah Kabupaten Sijunjung dari tahun 2017-2021, melalui rasio 

kemandirian dan rasio ketergantungan bisa dilihat  bagaimana kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Sijunjung berdasarkan rasio tersebut serta mengetahui 

apakah rasio kemandirian dan rasio ketrgantungan mengalami kenaikan atau 

penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kemandirian dan ketergantungan 

pada pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021. 



Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian dan 

desentralisasi sangat penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan 

daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur kontribusi 

masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah agar 

pemeritah daerah dapat mengelola dan mongoptimalkan sumber daya daerahnya. 

Setiap pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi mempunyai 

laporan keuangan untuk dapat melihat atau mengetahui kondisi kuangan suatu 

pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Dari 

laporan keuangan yang disajikan akan menggambarkan kinerja nya. Namun untuk 

menggambarkan kinerja tidak dapat dilihat dari nilai nya saja tetapi dilihat dari 

persentase perbandingan,yaitu perbandingan pendapatan transfer dengan pendapatan 

daerah atau di sebut dengan dengan rasio ketergantungan atau rasio kemandirian yang 

dilihat dari pendapatan asli daerah dengan transfer ditambah pinjaman. Dengan 

melakukan perbandingan persentase tersebut dapat dilihat kinerja pemerintah 

daerah/provinsi. Apakah pemerintah daerah Sijunjung memiliki tingkat kemandirian 

yang tinggi dan tingkat kemandirian yang rendah,apakah pemerintah telah berhasil 

memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yang ada,srerta apakah pemerintah 

daerah Sijunjung mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Oleh karena 

itu,penulis merasa perlu dilakukannya analisis rasio ketergantungan dan rasio 

kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah Sijunjung dari tahun 2017-2021 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka peneliti ingin mengetahui 

kinerja keuangan daerah Sijunjung lebih komprehensif berdasarkan kemandirian dan 

ketergantungan keuangan daerah Sijunjun. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul Rasio Ketergantungan dan Rasio 



Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan 

Rasio Ketergantungan keuangan daerahnya pada tahun 2017-2021 ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan 

Rasio Kemandirian keuangan daerahnya pada tahun 2017  2021 ? 

C. Tujuan Penelitian 

            Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kinerja 

keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Rasio Ketergantungan 

dan kemandirian  keuangan daerahnya pada tahun 2017-2021 ? 

D.  Manfaat penelitian ini 

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini. Adapun 

manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah 

yang diteliti, serta untuk Merealisasikan  teori yang didapat dari studi kuliah dengan 

kenyataan yang sebenarnya. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 



Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis Ketergantungan dan 

Kemandirian keuangan pemerintah daerah, Agar nantinya pemerintah daerah 

mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif 

masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara 

ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah. 

3. Bagi Akademis 

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

di Universitas Negeri Padang. 

4. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi         

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang, 

khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

 

 

 


